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AKIBAT HUKUM ANAK DILUAR NIKAH TERHADAP AKTA 
KELAHIRAN PALSU 
(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo) 
Abstrak 
Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari  kelahirannya. 
Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran. 
Permasalahan muncul terkait dengan akta kelahiran dari anak yang di luar nikah, 
dimana tidak mudah untuk melakukan pencatatan sipil terhadap anak hasil 
hubungan di luar nikah. Sehingga terkait dengan hal ini, banyak bermunculan 
pemalsuan akta kelahiran salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten 
Sukoharjo, dengan menitipkan anak di luar nikah ke dalam KK orang lain yang 
tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari terutama masalah waris tentang 
akibat hukum dari akta kelahiran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan empiris. Penulis mengambil lokasi di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penulisan 
ini yakni untuk mendeskripsikan tinjauan atau analisa anak di luar nikah yang 
hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya berdasarkan pasal 43 ayat 
(1) UU Perkawinan dan untuk menjelaskan akibat hukum bagi anak di luar nikah 
terkait pemalsuan akta kelahiran berdasarkan UU tentang Perkawinan dan UU No. 
23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  
Kata Kunci: anak, akta kelahiran, anak luar nikah, pemalsuan akta kelahiran 
Abstract 
The child has the right of a name as an identity since birth. This self identity 
should be poured in a deed of birth certificate. Problems arise related to the birth 
certificate of an illegitimate child, where it is not easy to carry out a civil 
registration of a child that resulted from an extramartial relationship. So related to 
this, many cases of birth certificate falsification, one of them is in the case that 
happened in Sukoharjo regency, which ways by putting in the name of that child 
into another person’s family card that will be a problem in the future, especially 
the inheritance about the legal consequences of the birth certificate. The type of 
this research used by the author is descriptive research. In this study, the author 
uses the empirical approach. The author takes the location at the Department of 
Population and Civil Registration of Sukoharjo District. The purpose of this 
research is to describe the review or analysis of illegitimate children whose only 
having a civil relationship with his or her mother under Article 43 (1) of the 
Statute of Marriage and to explain the legal consequences for illegitimate children 
related to the falsification of birth certificate under Act of Marriage and Act No. 
23 of 2006 about population administration. 






Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari  
kelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentang 
perlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejak dilahirkan. 
Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran. 
Akta kelahiran  sangat penting fungsinya yakni sebagai indentitas warga 
negara. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam UU No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 5 dinyatakan bahwa, “Setiap anak 
berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan  status kewarganegaraan,” 
yang kemudian dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1), 
“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) 
yang berbunyi, “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam 
akta kelahiran.”1 Hal ini juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the 
Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), menyebutkan: 
Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai 
hak sejak lahir atas satu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan 




Secara umum, akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu 
pelaporan dengan kelahiran. Terdapat 3 jenis akta kelahiran yaitu: 
1) Akta Kelahiran Umum 
Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang 
disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja 
bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran 
bayi. 
2) Akta Kelahiran Istimewa  
Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah 
melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja 
bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. 
3) Akta Kelahiran Dispensasi 
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Akta kelahiran ini dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk 
memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan 




Permasalahan muncul terkait dengan akta kelahiran dari anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
membedakan mengenai anak sah dan anak tidak sah, dimana anak yang 
tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sehingga 
terkait dengan hal ini, banyak bermunculan pemalsuan akta kelahiran oleh 
ibu kandungnya sendiri agar anaknya tetap dapat memperoleh hak-hak 
konstitusionalnya dengan berbagai cara.  
Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, 
dimana marak terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah. 
Sebut saja ibu dari anak tersebut berinisial A, yang mempunyai anak hasil 
hubungan di luar nikah. Status anak tersebut yang tidak mempunyai bapak 
secara sah setelah kelahirannya, kemudian si A berinisiatif untuk 
memasukkan anak tersebut ke dalam akta kelahiran dengan status orang tua 
kakak kandung si A, sehingga anak tersebut masuk ke dalam KK kakak 
kandungnya, kemudian tertera dalam akta kelahiran menjadi berstatus anak 
dari kakak kandungnya. Menitipkan anak di luar nikah ke dalam KK orang 
lain tentunya akan menjadi masalah di kemudian hari terutama masalah 
waris tentang akibat hukum dari akta kelahiran tersebut. 
Berdasarkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
memalsukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam akta 
otentik, yang mana akta lahir tersebut berisi keterangan yang tidak benar. 
Perbuatan tersebut apabila dikemudian hari menimbukan kerugian, dapat 
diancam dengan ancaman pidana Pasal 266 KUHP sebagaimana berbunyi 
sebagai berikut: 
1) Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam 
sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
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dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya 
sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun; 
2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, 




 Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian 
terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut antara lain tentang kedudukan anak di luar 
nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya berdasarkan 
pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat 
hukum bagi anak di luar nikah terkait pemalsuan akta kelahiran berdasarkan 
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan  UU No. 23 tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, 
maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah 
sebagai berikut yakni untuk mendeskripsikan tinjauan atau analisa anak di 
luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya 
berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
untuk menjelaskan akibat hukum bagi anak di luar nikah terkait pemalsuan 
akta kelahiran berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 
teoritis maupun praktis. Penulisan secara teoritis diharapkan dapat 
menambah wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan atau analisa anak 
di luar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya 
berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
akibat hukum bagi anak di luar nikah terkait pemalsuan akta kelahiran 
berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan manfaat secara 
praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 
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mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan edukasi 
kepada masyarakat secara umum agar adanya kejadian anak di luar nikah 
tidak terulang dan tidak terjadi lagi sebab anak yang berada di luar nikah 
dalam sistem hukum Indonesia bagaimana pun hanya memiliki hubungan 
keperdataan dengan ibunya sehingga hak-hak nya di masa mendatang 
menjadi terbatasi. 
2. METODE 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni 
penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 
mengadakan penelitian data primer di lapangan atau lokasi penelitian. Jenis 
penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta yang tampak.
5
 Dalam penelitian ini penulis mengambil 
lokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. 
Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan 
data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau 
keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil 
wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sukoharjo dan juga dengan ibu yang mempunyai anak hasil dari 
hubungan di luar nikah di kawasan Sukoharjo. Data sekunder berupa bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum 
yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.
6
  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam 
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi 
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Kependudukan, dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan 
bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan 
pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah. Penelitian ini menggunakan 
metode studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang 
didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi 
dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, 
laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua 
peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga dengan 
studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Analisa 
data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata 
atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika 
deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi 
kasus yang bersifat khusus atau individual.
7
  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kedudukan Anak di Luar Nikah Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) 
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di 
Indonesia hanya sebatas mengatur mengenai perlindungan anak di 
dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, 
pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, pengakuan anak, 
pengesahan anak, dan lain sebagainya yang umumnya ditemukan 
dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata 
Barat (KUPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, 
maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan 
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lain sebagainya. Perkembangan aspek hukum baru bersifat 
kontemporer menyangkut anak dan perlindungan hukumnya seperti 
status hukum anak hasil bayi tabung dan belakangan ini yang menjadi 
topik aktual ialah perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah.
8
  
Status anak dalam hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi 
dua macam, yaitu anak yang sah dan anak luar kawin. Adapun anak 
yang sah itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 
42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”9 Status hukum anak di luar 
nikah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat 
konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), 
hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau 
keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga menentukan 
sama sebagaimana dalam ketentuannya,
10
 yang di dalam Pasal 43 ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, “Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 
Selanjutnya, ditinjau dari hukum Islam, dalam Pasal 99 Kompilasi 
Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah: 
“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”11 
Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti 
yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: 
“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”12 
Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah 
dikemukakan dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 
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 Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam  
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ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali 
tidak dapat dinisbahkan kepada ayah / bapak alaminya, meskipun 
secara nyata ayah atau bapak alami tersebut merupakan laki-laki yang 
menghamili wanita yang melahirkannya itu.  
Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya 
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, 
maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan 
keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah, meskipun anak tersebut 
secara biologis merupakan anak yang berasal darinya, namun secara 
yuridis formal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 
Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum 
memberikan nafkah kepada anak tersebut.
13
 
Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang 
dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-
mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: “anak yang 
lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi 
dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Dengan demikian, 
maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum 
saling mewarisi dengan ayah genetiknya.
14
 
Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan mengenai 
hubungan nasab anak hasil zina yang dinasabkan kepada ibunya, 
yakni: 
“Nabi saw. bersabda tentang anak hasil zina:”Bagi keluarga 
ibunya...”(HR. Abu Dawud)” 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya 
hubungan nasab kepada kedua orang tua adalah disebabkan oleh 
adanya perkawinan yang sah. Sehingga anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah tidak memiliki nasab dengan ayah genetiknya, 
melainkan hanya kepada ibu dan saudara ibunya sebab nasab kepada 
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ayahnya telah terputus atau dengan kata lain anak tersebut tidak 
memiliki bapak. Jika dilihat kembali kepada hakikat perkawinan yang 
sah dan tidak sah. Maka, salah satu akibat hukum dari perkawinan 
yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
berstatus anak sah.
15
 Konsekwensinya anak tersebut akan mempunyai 
hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, 
meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah 
(dalam Islam), hak pemenuhan nafkah, hak saling mewarisi, hak 
perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak 
keperdataan lainnya. Sebaliknya, implikasi dari perkawinan tidak sah 
adalah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang 
terikat dalam perkawinan tersebut.  
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa positivisasi hukum Indonesia yang mengatur bahwa anak di 
laur perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya 
memang diadopsi dari norma hukum Islam. Namun yang terpenting 
dari itu semua adalah menjaga nasab adalah yang utama. Dalam spirit 
“kuliyatul khomsah” menjaga nasab dan kehormatan itu lebih penting 
daripada hak-hak lain seperti nafkah dan lainnya. Oleh karena itu 
kejelasan nasab selalu menjadi acuan utama tanpa bermaksud 
mendiskreditkan anak yang lahir di luar nasab. Sehingga alangkah 
baiknya membangun dan membina sebuah keluarga di atas 
perkawinan yang sah demi melindungi nasab dan demi melaksanakan 
tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
3.2 Akibat Hukum Anak di Luar Nikah Terkait Pemalsuan Akta 
Kelahiran Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan  UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini, 
dilakukan penelitian terhadap proses penerbitan dan pencatatan akta 
kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sukoharjo. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu bagian dari struktur 
organisasi dinas daerah yang diatur di dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas 
dan kewenangan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil di 
Kabupaten Sukoharjo.  
Pencatatan kelahiran setiap warga secara formal dilakukan dengan 
prosedur-prosedur tertentu dalam penerbitan akta kelahiran dimana 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo 
penanganan penerbitan akta kelahiran bagi anak yang sah dan bagi 
anak yang lahir dari hubungan tidak sah berbeda.  
Secara umum, persyaratan yang harus dilengkapi dalam membuat 
akta kelahiran adalah sebagai berikut: 1) Mengisi formulir yang 
disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo 
bermaterai Rp 6.000,-; 2) Surat Keterangan Kelahiran atau Surat 
Tanda Lahir / Kenal Lahir dari Dokter / Bidan/ Rumah Sakit/ tempat 
melahirkan; 3) Fotokopi KK bagi penduduk tetap atau SKSKPNP bagi 
warga non permanen di tempat domisili tersebut sebanyak 2 lembar; 
4) Fotokopi KTP orang tua sebanyak 2 lembar. Dapat juga 
menggunakan SKDS atau Surat Keterangan Pelaporan Tamu. 5) 
Fotokopi buku nikah KUA atau Akta Pernikahan dari Catatan Sipil 
sebanyak 2 lembar, Isbat dari PA, putusan atau penetapan PN. 6) 
Fotokopi Akta Kelahiran suami istri sebanyak 2 lembar; 7) Dua orang 
saksi untuk membuktikan tentang kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil 
berikut fotokopi KTP yang bersangkutan atau cukup dengan 





Proses penerbitan akta kelahiran dari anak di luar nikah melalui 
beberapa tahapan termasuk dengan mencantumkan keterangan bahwa 
anak tersebut hasil dari hubungan yang tidak sah atau di luar nikah 
dari ibu kandungnya, sebab anak di luar nikah hanya mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya.  
Hal inilah yang membuat banyaknya kasus pemalsuan identitas 
anak di luar nikah oleh ibu kandungnya, termasuk dengan cara 
memasukkan nama anak di luar nikah tersebut ke dalam akta kelahiran 
dengan orang tua kakak kandung dari ibu anak tersebut. Sehingga 
anak tersebut masuk dalam KK kakak atau saudara dari ibu tersebut. 
Hal inilah yang di kemudian hari dapat menimbulkan permasalahan 
terkait hak-hak anak dalam keluarga tersebut, termasuk akibat 
hukumnya dari segi sosiologis anak hasil hubungan di luar nikah 
tersebut. Terkait dengan permasalahan ini, si ibu kandung dapat 
dijerat dengan tindak pidana pemalsuan akta jika di kemudian hari 
dari akta tersebut timbul kerugian bagi pihak lain.  
Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dimana 
marak terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran anak di luar nikah. 
Sebut saja ibu dari anak tersebut berinisial A, yang mempunyai anak 
hasil hubungan di luar nikah. Status anak tersebut yang tidak 
mempunyai bapak secara sah setelah kelahirannya, kemudian si A 
berinisiatif untuk memasukkan anak tersebut ke dalam akta kelahiran 
dengan status orang tua kakak kandung si A, sehingga anak tersebut 
masuk ke dalam KK kakak kandungnya, kemudian tertera dalam akta 
kelahiran menjadi berstatus anak dari kakak kandungnya. Menitipkan 
anak di luar nikah ke dalam KK orang lain tentunya akan menjadi 
masalah di kemudian hari terutama masalah waris tentang akibat 
hukum dari akta kelahiran tersebut. Berdasarkan perbuatan tersebut 
dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan sebuah keterangan 
yang tidak benar atau palsu ke dalam akta otentik, yang mana akta 




Terhadap kasus ini, penulis berhasil melakukan wawancara 
terhadap pelaku yang melakukan hal tersebut, yakni melakukan 
pemalsuan akta kelahiran anaknya yang lahir di luar nikah. Penulis 
melakukan wawancara terhadap Mul, kakak ipar dari Susi, dimana 
Susi inilah yang melahirkan seorang anak di luar nikah dan tidak 
mendapat pertanggungjawaban dari ayah anak tersebut. Pada 
kenyataannya dari hasil wawancara yang dilakukan dan informasi 
yang didapatkan penulis, penulis menemukan bahwa anak Susi yang 
kemudian diakui dalam akta dan KK Mul bukanlah anak kandung Mul 
dan merupakan anak di luar nikah. Jadi, awal mula dari pembuatan 
akta dan KK tersebut, adalah untuk kebutuhan mendaftarkan sekolah 
sebab dikejar oleh persyaratan formil gurunya saat akan memasuki 
sekolah dasar. Sehingga Mul meminta bantuan kepada Pak Kesra, 
perangkat desa yang ada di desanya untuk segera membuatkan akta 
dan KK tersebut. Dalam pembuatan akta kelahiran dan KK dari anak 
tersebut memang sudah tahu sama tahu dengan pegawai yang 
membuatkan dan diusahakan agar prosesnya bisa berjalan sesuai 
prosedur.  
Berdasarkan wawancara tersebut, memang praktek-praktek 
seperti itu telah dilakukan dengan asas saling pengertian dan dengan 
tujuan membantu satu sama lain. Sehingga pembuatan akta dan KK 
itu pun lancar  tanpa dimintai keterangan lebih lanjut tentang 
kevalidan dari data yang dicantumkan dalam akta kelahiran maupun 
KK tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, praktek-praktek seperti itu 
makin banyak ditemukan di tengah-tengah kita terutama dalam hal ini 
di salah satu desa di wilayah Sukoharjo dan temuan penulis 
menunjukkan bahwa di wilayah tersebut taraf pendidikan dari 
warganya juga tidak terlalu tinggi rata-rata hanya SD maupun SMP 
dan pekerjaan warga-warga tersebut rata-rata berprofesi sebagai buruh 




berpengaruh secara tidak langsung terhadap adanya praktek-praktek 
seperti itu. 
Dari uraian di atas, bahwa dalam kasus yang terjadi di Sukoharjo, 
baik Mul maupun pegawai Kesra dapat dijatuhi hukuman jika dari 
akta kelahiran yang dibuat dipergunakan untuk suatu keperluan yang 
dengan kejadian tersebut dapat mendatangkan kerugian di kemudian 
hari. Sebab hukum positif kita dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana telah mengatur demikian. Selain itu perbuatan tersebut juga 
dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 93 
UU No. 23 tahun 2006. 
Dalam kasus di atas, Kesra yang termasuk pegawai negeri sipil 
dapat dijatuhi hukuman sebab ikut membantu warga yang ingin 
membuat akta kelahiran anaknya yang lahir di luar perkawinan. 
Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 
2014, PNS dapat diberhentikan sementara salah satunya apabila 
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jika proses hukum 
berlanjut dan PNS tersebut mendapatkan pidana penjara maka yang 
bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan 
Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Didasarkan pada analisa di atas, 
bahwa dalam kasus tersebut pihak-pihak saling membantu dalam 
pembuatan akta tersebut dan yang tercantum namanya secara formil di 
hadapan hukum pun bersedia untuk mempertanggungjawabkan di 
kemudian hari dan bertanggung jawab terhadap nama-nama yang 
menjadi tanggungannya.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama. Status anak dalam hukum keluarga dapat 
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu anak yang sah dan anak luar 
kawin. Status hukum anak di luar nikah dalam sistem Hukum Perdata 
Barat (KUHPerdata) dan dalam sistem hukum Islam termasuk di dalam 
UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1), hanya mempunyai hubungan 




Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 
keluarga ibunya. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai 
hubungan/hak apapun dengan ayah biologisnya karena secara hukum 
baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki 
pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah 
biologisnya. Dapat disimpulkan bahwa, positivisasi hukum Indonesia 
yang mengatur bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki 
hubungan perdata dengan ibunya memang diadopsi dari norma hukum 
Islam. Dan adanya hubungan nasab anak yang di luar nikah terhadap 
ibu dan saudara ibunya saja sebagaimana yang telah dijelaskan dan 
diperintahkan dalam firman Allah dan hadist Nabi.  
Kedua. Dari uraian di atas, bahwa dalam kasus yang terjadi di 
Sukoharjo, baik Mul maupun pegawai Kesra dapat dijatuhi hukuman 
jika dari akta kelahiran yang dibuat dipergunakan untuk suatu keperluan 
yang dengan kejadian tersebut dapat mendatangkan kerugian di 
kemudian hari. Sebab hukum positif kita dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana telah mengatur demikian. Baik orang yang memberikan 
keterangan palsu ke dalam suatu akta maupun orang yang 
mempergunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam akta 
tersebut benar maka keduanya diancam hukuman dan dijerat 
berdasarkan pasal 266 KUHP. Dalam kasus di atas, Kesra yang 
termasuk pegawai negeri sipil dapat dijatuhi hukuman sebab ikut 
membantu warga yang ingin membuat akta kelahiran anaknya yang 
lahir di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU Aparatur 
Sipil Negara No. 5 tahun 2014, PNS dapat diberhentikan sementara 
salah satunya apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. 
Jika proses hukum berlanjut dan PNS tersebut mendapatkan pidana 
penjara maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan 






Pertama. Status nasab anak sah disebabkan oleh hubungan 
kepada kedua orang tuanya melalui perkawinan yang sah. Jika tidak, 
maka ibu dan saudara ibu yang bertanggung jawab terhadap anak yang 
terlahir di luar nikah. Dan adanya ketentuan ini sebenarnya untuk 
melindungi nasab itu sendiri dan kedudukan perempuan agar peristiwa 
dan perbuatan yang keji seperti zina dapat dicegah bahkan ditinggalkan. 
Namun yang terpenting dari itu semua adalah menjaga nasab adalah 
yang utama. Sehingga alangkah baiknya membangun dan membina 
sebuah keluarga di atas perkawinan yang sah demi melindungi nasab 
dan demi melaksanakan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Kedua. Dalam kasus sebagaimana yang telah diuraikan dalam 
pembahasan sebelumnya, pihak-pihak saling membantu dalam 
pembuatan akta tersebut dan yang tercantum namanya secara formil di 
hadapan hukum pun bersedia untuk mempertanggungjawabkan di 
kemudian hari dan bertanggung jawab terhadap nama-nama yang 
menjadi tanggungannya. Hanya saja jika nanti data tersebut 
menimbulkan konflik dan kerugian di kemudian hari menyangkut masa 
depan si anak di luar nikah, data dalam akta dan KK itulah yang mesti 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga perlunya sosialisasi 
lebih lanjut mengenai peran penting atau urgensi dari akta itu sendiri 
terutama akta kelahiran karena menyangkut hak-hak konstitusional 
seorang individu di kemudian hari. 
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